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Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala 
Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir, dan berdasarkan 
ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014, dalam hal Menteri Dalam Negeri 
menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah 

sesuai dengan peraturan daerah tentang anggaran 
pendapatan dan belanja daerah dan/atau peraturan 

daerah tentang perubahan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah, dan telah menindaklanjuti 
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

Dasar Hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; 

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 10 

Agustus 2022. 
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